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SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT INDOFARMA TBK

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

DI LINGKUNGAN PT INDOFARMA TBK

NoMoR o181/DrR/sK/llll2o20

a. Bahwa pedoman pengadaan barang dan/atau jasa yang bedaku di lingkungan

PT lndofarma Tbk ("Perseroan") telah diatur dalam surat (eputusan Direksi

Nomor 0547/5K/DlR/Vll/2017 tanggal 03 J uli 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang dan/atau Jasa Perusahaan dan surat Keputusan Direksi Nomor
175/DlR/SK/Xll/207o tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengadaan Barang

dan/atau Jasa lnv€stasii

b. Bahwa agar proses pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa di Perseroan

semakin kompetitif, transparan, dan akuntabel untuk seluruh penyedia barang

dan/atau jasa, serta untuk menumbuhkan iklim usaha yang sehat di Perseroan,

maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap pedoman pengadaan

barang dan/atau jasa sebagaimana dirnaksud pada huruf a di atas dengan

memberlakukan ketentuan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri
Badan usaha N4ilik Negara Nomor PER-o8/MBU/12l2019 tentang Pedoman

Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan lasa Badan Usaha Milik Negara

("Peraturan Menteri BUMN")i

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas

perlu menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang dan/atau lasa di Lingkungan Perseroan.

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

2. lJndang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER ja/MBU/72/2AB

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan lasa Badan Usaha

Milik Negara;

4, Anggaran Dasar Perseroan;

5. Surat Dewan Komisaris Nomor S-15/DK- NAF/ V/2019 tanggal 24April 2019hal
Batasan Jumlah dan Nilai Dalam Penunjukan Langsung PenYedia Barang dan/atau
.Jasa;

6. Surat Keputusan Direksi Perseroan tentang Kewenangan Penandatanganan

Nomor 2076/DlR/SK/X/2019 tanssal 25 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT INDOFARMA TBK TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DI LING(UNGAN

PT INDOFARMA TBK

PI lndolarma lPe6ero) Ibk.
Jl.lndorarma No. 1, cikarans sarat
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BAB I

KETENTUAN UMUM
Bagian K€satu

Pen8ertian

Pasall

Dalam surat Keput!san iniyang dimaksud dengan:
1. "Perusahaan" adalah PT lndofarma Tbk.

2. "Direki" adalah Direksi Perusahaan yang terdiri dari Direktur tJtama dan Direktur lainnya.
3. "Pengadaan Barang dan/atau Jasa" adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa

Perusahaan yang pembiayaannya berasal dari anggaran Perusahaan yang prosesnya dimulai dari
pe.encanaan kebutuhan sampaidengan serah terima hasil pekerjaan.

4. "Badan Usaha Milik NeSara" yang selanjutnya disebut "BUMN" adalah badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal

dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
5. "Penyedia Barang dan/atau Jasa" adalah badan usaha termasuk BUMN, badan usaha milik daerah

dan badan usaha milik swasta, badan hukum, orang perseorangan/ subjek hukum, atau lnstansi

Pemerintah/Badan LaVanan Umum yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa.

6. "lnduk Perusahaen BUMN" yang selanjutnya disebut lnduk Perusahaan adalah BUMN yang memiliki
lebih dari50% (lima puluh persen)saham Perusahaan.

7. "Anak Perusahaan BIJMN" yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perusahaan yanB

sahamnya lebih dari50% {lima puluh persen)dimilikioleh BUMN yang bersangkutan atau perusahaan

yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen)dlmillki oleh BUMN lain atau perusahaan patungan

dengan jumlah gabungan kepemilikan saham EuMN lebih dari50% (lima puluh persen).

8. "Perusahaan Tera{iliasi BUMN" adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh
persen) d;miliki oleh Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan

dengan BUMN.

9. "Pelaksana Pengadaan" adalah pihak yang meiaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, terdiri
dari Panitia Pengadaan, Pejabat Bidang Pengadaan, Pengguna Barang dan/atau lasa, atau Lembaga

10. "Panitia Pengadaan" adalah beberapa pegawai yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan

Direksi untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang dan/atau lasa sebagai berikut:
a. Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan tujuan lnvestasi dengan nilai di atas

Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)i
b, Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk tujuan lnvestasi dan Non lnvestasi yang menurut

penilaian Direksi harus dilakukan ojeh Panitia Pengadaan.

11. "Pejabat Bidang Pengadaan" adalah Pegawai setingkat Kepala Bidang Pengadaan yang

melaksanakan proses Pengadaan Barang dan/atau lasa dengan tujuan Non lnvestasi dan dengan

tujuan lnvestasi sampaidengan nilai Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah).
12. "Pengguna Barang dan/atau Jasa" adalah Pegawai setingkat Kepala Bidang yang melaksanakan

proses Pengadaan Barang dan/atau lasa dengan tujuan Non lnvestasi dan dengan tujuan lnvestasi

sampai dengan nilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan persetujuan Direktur yang

membawahi Pengguna Barang dan/atau lasa dan Direktur yang membawahi Pejabat Bidang
Pengadaan setelah mempertimbangkan kepraktiksan dan keefektifan Pengadaan Barang dan/atau
Jasa.

13. "Lembaga Profesional" adalah suatu organisasi untuk suatu profes;tertentu yang memenuhi syarat
dan ditunjuk oleh Direksi atau Pengguna Barang dan/atau Jasa sesuai dengan batasan kewenangan.
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"Tim Perencana" adalah tim yang dibentuk apabila diperlukan untuk memastikan perencanaan

Pengadaan Barang dan/atau Jasa Yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan/atau Jasa

sesuai dengan k€tentuan yang berlaku di Perusahaan-

'Tim Pelaksana dan Pengawas" adalah tim yang dibentuk apabila diperlukan untuk memastikan

proses pekerjaaan Penyedia Earang dan/atau Jasa sesuai Perikatan yang telah ditandatangani

maupun konsep yeng teiah direncanakan sebelumnya serta memastikan perencanaan kebutuhan

srmprrdengan serdh terma hasil peherjddn.

'Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)" adalah tim yang dibentuk guna memonitor dan

memastikan penggunaan komponen dalam negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau.lasa

"Barang dan/atau Jasa" adalah semua produk dan/atau layanan yang dibutuhkan oleh Pen8guna

Barang dan/atau lasa.

"Pekerjaan Terintegrasi" adalah pekerjaan yang mempunyai tingkat kompleksitas tertentu dan/atau

memerlukan perencanaan khusus,

"Perikaten" adalah perjanjian antara Perusahaan dengan Penyedia Barang dan/atau lasa dapat

berupar Bukti Pembelian, Kuitansi Pembayaran, Surat Perintah Kerja lSPK)atau Surat Pesanan (SP),

atau Kontrak/Perjanjian.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal3

Maksud ditelapkannya Surat Keputusan Direksi ini adalah sebagai pedoman dalsrn pelaksanaan

proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Perusahaan,

Tujuan ditetapkannya Surat Keputusan Direksi ini adalah untukr

a. menghasilkan Barang dan/atau lasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan

penyedia;

mendukungpenciptaan nilaitambahdi Perusahaan;

meningkatkan efisiensi;
menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;

meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme;

mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money dengen cara yang fleksibel dan

inovatif namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel dilandasi etika pengadaan yang baik;

g. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;

h, meningkatkan peran pelaku usaha nasional;

i. meningkatkan sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal2

Surat Keputusan Direksi ini berlaku untuk semua Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh

Perusahaan yang pembiavaannva berasal dari Anggaran Perusahaan, termasuk yang dananYa bersumber

dari penyertaan modal negara, dana Perusahaan untuk pelaksanaan subsidi/kewaiiban pelayanan umum
(pubtic service obligdtion)/penugasan Pemerintah yang diganti dari dana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pinjaman Perusahaan dari Pemerintah

b.

c.

d.

e.

f.
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Bagian Keempat
Prinsip

Pasal 4

Pengadaan Barang dan/atau Jasa wajib menerapkan prinsip prinsip sebagai berikut:
a. efisien, berarti Pengadaan Barang dan/atau lasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil

yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan
seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Untuk
Pengadaan Barang dan/atau Jasa strategis yang memiliki nilai yang signiflkan dapat dilakukan
pendekatan totol cosl ofownership (fCA);

b. efektit berarti Pengadaan Barang dan/ata! Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah
ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang
ditetapkan;

c. kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan/atau lasa harus terbuka bagi Penyedia Barang
dan/atau lasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di
antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi svarat/kriteria tertentu
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

d, transparan, berarti semua ketentuan dan lnformasi mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa,

termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan
calon Penyedia Barang dan/atau Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan/atau
Jasa yang berminat;

e. adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang
dan/atau Jasa yang memenuhi syarat;

f. terbuka, berarti pengadaan Barang dan Jasa dapat diikutioleh semua Penyedia Barang dan/atau
Jasa yang memenuhi syarat; dan

g. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga
menjauhkan dan potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pengguna Barangdan/atauJasa mengutamakan penggunaan produksidalam negeri, rancang bangun
dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecilsepanjang kualitas, harga,
dan tujuannya dapat dipertanggungj awabkan-
Pengguna Barang dan/atau Jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri
dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka
mendorong pertumbuhan rndustri dalam negeri.
Pengguna Barang dan/atau Jasa dapat melakukan sinergiantar BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan
Terafiliasi BUMN.
Penyedia Barang dan/atau Jasa merupakan pemilik produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha
dan Penvedi; Barrng dan rdsd ber5angIutan.

Bagien Kelima
Kebijakan

Pasal5

1. Pengadaan Barang dan/atau lasa wajib menerapkan KebUakan antara lain:
a. meningkatkan kualltas perencanaan yang konsolidatif dan strategi Pengadaan Barang dan/atau

Jasa untuk mengoptimalkan volue for money)
b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan perusahaan;

I
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c. melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau lasa yang lebih transparan, kompetitif, dan

akuntabel;
d. mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produksidalam negeri;

e, memberi kesempatan pada pelaku usaha nasional dan usaha kecil;

f. memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan/atau
lasa;

g. memanfaatkanteknologi informasi:

h. memberikan kesempatan kepada anak perusahaan dan/atau sinergi antar BUMN/Anak

Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi BUMN;

i. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, inovatif; dan/atau
j. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko

2. Dalam hal terdapat kebutuhan Barang dan/atau Jasa yang sejenis di Perusahaan dengan induk

Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan, maka Pengadaan Barang dan/atau Jasa dapat dilakukan oleh

lnduk Perusahaan, dan selanjutnya Perusahaan dapat melakukan pemesanan Barang dan/atau Jasa

sendiri kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa terpilih tanpa melakukan Pengadaan Barang dan/atau

Jasa, berdasarkan data dan informasiyang disampaikan lnduk Perusahaan.

Bagian Xeenam

Etika Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 6

Pengadaan Earang dan/atau Jasa wajib menerapkan etika pengadaan antara lain:

1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapaisasaran, kelancaran,

dan ketepatan tujuan Pengadaaa Earang dan/atau Jasa;

2. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasiyang menurut sifatnya harus

dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan/atau lasa;

3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha

tidak sehatj
4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan

kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkalt, baik secara

langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan

Barang dan/atau lasa;
6, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara/perusahaani

7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan/atau
8. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjaniikan untuk memberi atau menerima had,ah,

imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga

berkaitan dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Bagian Ketujuh
Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Pasal 7

1. Pengguna BaranBdan/atauJasa mengutamakan penggunaan produksidalam negeri, rancang banEun

dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil. irl



Oalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, pengguna Barang dan/atau lasa
dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Monito ng Penlgunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 8

Direksi membentuk Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna memonitor dan memastikan
penggunaan komponen dalam negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau lasa,

Bagian Kesembilan
PreferensiHarga

Pasal9

Pengguna Barang dan/atau Jasa memberikan preferensi harga atas produk dalam negeri yang
memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima
persen).

Preferensi harga produk dalam negeri untuk Barang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima
persen).

Preferensi harga produk dalam negeri untuk Jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam
negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen).

1.

2.

3.

Bagian Kesepuluh
lenis Barang dan/atau Jasa

Pasall0

lenis Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan Perusahaan, berdasarkan tujuan diklasifikasij<an menjadi 2
(dua), yaitu:
1. Barang dan/atau Jasa untuk tujuan lnvestasi:

a, Barang dan/atau lasa untuk tujuan investasi, yaitu Barang dan/atau lasa yang mempunyai umur
ekonomis lebih dari 4 (empat) tahun dan nilai per unit/satuan terkecil sekurang-kurangnya
Rp10.000.000, (sepuluhjuta rupiah), ata! Jasa yanE terkait dengan Barang untuk tujuan investasi.

b. Pengajuan Barang dan/atau Jasa untuk tujuan investasi djmulai dengan pengajuan permintaan
lnvestasi ("P1") sampai dengan selesainya pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa investasi
dan dilakukan sesuaidengan prosedur pengajuan investasiyang ditetapkan perusahaan.

2. Earang dan/atau Jasa untuk tujuan non investasi, antara laini
a, Persediaan Barang Produksi dan ProdukJadi (Bahan Aktif, Bahan penolong, Eahan pengemas,

Barang Jadi, dan BarangjadiNon lndofarma).
b. Barang lnventaris (Peralatan dan set Supplies pabrik, kantor, dan laboratorjum).
c. Barang Promomaterial dan Supplies Sporepart (pabrik, kantor, dan laboratorium).
d, Pengadaan Jasa yang berkaitan dengan kegiatan operasional pengadaan Barang, pemeliharaan

prasarana dan sarana, perbaikan dan pembuatan prasarana dan sarana, produksi Barang,
penjualan/pemasaran, desain, konsultan, dan kegiatan operasional perusahaan latnnya_
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BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu
Ca.a Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasalll

1. Pengadaan Barang dan/atau lasa dilakukan dengan cara:
a, Tender/Seleksi Umum, yaitu diumumkan secara luas melalui media massa, papan pengumuman

resmi Perusahaan, alau website Perusahaan guna memberi kesempatan kepada Penyedia
Barang dan/atau Jasa yang memenuhi kualjfikasi untuk mengikuti Tender/Seleksi Umum, untuk
Pengadaan Barang dan/atau lasa:
1) Pengadaan Barang dengan nilai lebih dari Rp20.000.000.000,, (dua puluh miliar rupiah);
2) Pekerjaan pembangunan dengan nilai lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar

rupiah);
3) Pengadaan Jasa dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000,' (lima miliar rupiah).

b. Tender Terbatas/Seleksi Terbatas, yaitu Pengadaan Barang dan/atau lasa yang ditawarkan
kepada pihak terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran, untuk Pengadaan Earang
dan/atau lasa:
1) Pengadaan Barang dengan nilai maks;mal Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
2) Pekerjaan pembangunan den8an nilai maks,mal Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar

rupiah);
3) Pengadaan Jasa dengan nilai maksimal Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

c. Penunjukan langsung, yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilakukan secara langsung
dengan menunjuk satu Penyedia Barang dan/atau Jasa, untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa
yang memenuhi minimalsalah satu dari persyaratan sebagai berikut:
1) Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama Perusahaan dan tidak dapat

ditunda keberadaannya (business critical osset);
2) Hanya terdapat satu Penyedia Barang dan/atau Jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan

sesuai kebutuhan pengguna (usel rcquirement/ atau sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlakuj

3) Barang dan/atau Jasa yang bersifat knodedge intensive dimana untuk menggunakan dan
memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia
Barang dan/atau lasa;

4) Bila pelaksanaan Pengadaan Earang dan/atau Jasa dengan menggunakan cara
Tender/Seleksi Umum atau Tender Terbatas/SeleksiTerbatas telah 2 (dua) kali dilakukan
dan tidak mendapatkan Penyedia Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan atau tidak ada
pihak yang memenuhi kriteria atau tidak ada pihak yang mengikuti tender/ seleksl;

5) Barang dan/atau lasa yang dimiliki oleh pernegang hak atas kekayaan intelektual (HAKI)

atau yang memilikijaminan (warronty) da(i Aiginol Equipment Manufacture;
6) Penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan rnasyarakat, dan aset strategis

Perusahaan;

7) Barang dan/atau lasa yang merupakan pembelian berulang frepeoi order,/ se pa nja ng harga
yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas Barang dan/atau
lasa;

8) Penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional for.e
moieute);
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9) Barang dan/atau Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya
tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;

10) Penyedia Barang dan/ataulasa adalah 8UMN, Anak perusahaan atau perusahaan Terafiliasi
BIIMN sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan dan Barang
dan Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari
Penyedia Barang dan Jasa bersangkutan;

11) Konsultan yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi permasalahan tertentu
yang sifat pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; dan/atau

12) Pengadaan Earang dan/atau Jasa dengan jumlah dan nilai maksimal Rp150.OOO.OO0,
(seratus lima puluhjuta rupiah).

Penunjukan langsung tersebut dilakukan dengan ketentuan Barang dan/atau Jasa yang
dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari penyedia Barang
dan/atau lasa bersangkutan dan dimungkinkan dalam peraturan sektoral.

d. Pembelian langsung, yaitu pembelian terhadap Barang dan/atau Jasa yang terdapat di pasar,
dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar (termasuk dari rnedia online), dengan nilai
maksimal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan, untuk pengadaan Barang dan/atau
lasa:
1) Pengadaan Barang dengantunai lcosh and coffy), nilainya berdasarkan harga pasar dengan

bukti faktur atau kuitansi pembelian.
2) Pengadaan Jasa, nilainya berdasarkan harga pasar dengan bukti surat penawaran harga.

Direksi dapat mengatur persyaratan adanya jaminan penawaran fbld bordl dalam proses
Tender/Seleksi umum atau Tender Terbatas/Seleksi Terbatas, kecuali dalam hal penyedia Barang
dan/atau Jasa adalah BUMN atau eks 8UMN.
Cara Pengadaan Barang dan/atau lasa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal jni dapat dilakukan
menggunakan sarana e prcCurement, kecuali untuk pengadaan jasa konsultansi yang membutuhkan
kompetensi teknis tertentu.

yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin)
dltentukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan

3.

Pasal12

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau lasa dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan.

2. Pelaksana Pengadaan wajib menandatangani Pakta lntegritas (letter of undettoking) untuk setiap
Pengadaan Barang dan/atau Jasa,

3. Direksi melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai proses dan hasil pengadaan Barang dan/atau
lasa tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin) sebagaj penerapan dari prinsip tata
kelola perusahaan yang baik.

4. Pengadaan Barang dan/atau Jasa tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini
Komisaris.

Bagian Kedua
Pengadaan Barang dan/ateu Jasa Jangka Panjang

Pasal 13

1. Pengadaan Barang dan/atau lasa Jangka panjang dapat dilakukan antara lain untuk:
a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau jebjh dari 1{satu) Tahun

Anggaran;
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b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari

1 (satu) Tahun Angearan dan paling lama 3 (tiga)Tahun Ang8aranj

c. pekerjaan yang memerlukan investasijangka panjang; atau
d. pekerjaan rutin yang harus tersedia di awaltahun.

2. Untuk pengadaaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, apabila diperlukan Direksi dapat
membuat formula penyesuaian harga tertentu (pice odjustment) baik untuk kenaikan maupun
penurunan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan be5t proatices yang berlaku,

Baglah Ketiga
Harga Perkiraan sendiri (HPs)

Pasal 14

1. HPS disusun berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain namun tidak terbatas
pada:

a. Har8a pasar setempat yaitu harga Earang dan/atau Jasa di lokasi;

b. Harga terakhir ditambah presentase kenaikan harga sesuai dengan Rencana Kerja dan An8garan

Perusahaan (RKAP) dijadikan nilai acuan batas wajar. Nilai acuan ini tidak menjadi batas atas.

Jika harga penawaran melebihi HPS maka perubahan HPS harus mendapatkan persetujuan

Direksi sesuai dengan batasan kewenangan;
c. Perubahan kurs mata uang dari asumsi yang di8!nakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP);

d. lnformasi biaya sat!an yanE dipublikasikan secara resmi oleh lnstansi Pemerintah yang

berwenang dan sumber data lain yang dapat dipertanggun8jawabkan;
e. Daftar biaya/tarif Barang dan/atau Jasa yang dikeluarkan oleh pa brika n/distrib utor tunggal;
f. Biaya kontrak sebelumnya (dua tahun terakhir)dan/atau sedang berjalan;
g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana; atau
h. lnformasi lain yang tertulis dan dapat dipertanggungiawabkan.

2. Penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan cara Penunjukan
langsung dan Pembelian langsung.

3. Penyusunan dan penetapan HPS:

a. Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilaksanakan Panitia Pengadaan.

Penyusunan HPS dilakukan oleh Tim Perencana dan diajukan oleh Pengguna Barang dan/atau
Jasa untuk djtetapkan oleh Direfttur yang membawahi Pentguna Barang dan/atau lasa.

b. Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilaksanakan Pejabat Eidang Pengadaan.
Penyusunan HPS dilakukan oleh perencana pengadaan pada BidanE Pengadaan dan diajukan oleh
Pejabat Bidang Pengadaan untuk ditetapkan oleh Direktur yang membawahi Pejabat gidang

Pengadaan.

c. Pengadaan Barang dan/atau lasa yang dilaksanakan Pengguna Barang dan/atau Jasa.

Penyusunan HPS dilakukan oleh Pengguna Barang dan/atau.lasa dan diajukan oleh Pengguna

Barang dan/atau Jasa untuk ditetapkan oleh Direktur yang membawahi Pengguna Barang

dan/atau Jasa.

d. Pencadaan Earang dan/atau Jasa yang dilaksanalan Lembaga Profesional.
PenyusunanHPSdilakukanolehperencanapengadaanpadaBidangPengadaandandiajukanoleh
Pejabat Bidang Pengadaan untuk ditetapkan oleh Direktur yang membawahi Pejabat Bidang

PenBadaan.
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Bagian Keempat
sangSahan

Pasal 15

1. Sanggahan dapat dilakukan dalam proses Tender/Seleksi umum atau Tender Terbatas/Seleksi
Terbatas.

2. sanggahan dilakukan oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa maksimal dalam jangka waktu 2 (dua) hari

kalender setelah pengumuman pemenang atau sebelum Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat

Pesanan (sP) ditandatangani, mana yang lebih dahulu.
3. Perusahaan menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut maksimalT (tujuh)harikalender dari

tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.

Bagian Kelima
Perikatan

Pasal 16

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau lasa dituangkan dalam Perikatan yang mencantumkan
Barang dan/atau Jasa, harga, dan/atau informasi lainnya.

2. Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus mengindahkan ketentuan peraturan
perundangundangan yang berlaku dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporote
governance) serta prinsip kehati hatian dalam pengambilan keputusan bisnis (business judgment

3. Bentuk tanda bukti Perikatan terdiri atas:
a. Bukti Pembelian

Digunakan untuk Pengadaan Earang dan/atau Jasa sampai dengan nilai Rp25.000.000,- (dua
puluh lima juta rupiah).

b. Kuitansi Pembayaran
Digunakan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa sampai dengan nilai Rp50.000.000, (lima
puluh juta rupiah).

c. Surat Perintah Kerja (SPK)atau Surat Pesanan (SP)

Digunakan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan nilai di bawah Rp500.000.000, (lima

ratus juta rupiah) atau sebagai pelaksanaan dari Kontrak/Perjanjian.
d. (ontrak/Perjanjian

Digunakan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan nilai di atas RpS00.000.000, (lima

ratusjuta rLrpiah).

4. Pengaturan tanda bukti Perikatan sebagaimana diatur dalam ayat 3 Pasal ini tidak mengurangi
kemungkinan dipergunakannya 1 (satu) atau lebih jenis tanda bukti Perikatan lain sesuai dengan
kebiasaan bisnis/usaha terkait, tingkat kompleksitas dan/atau risiko dari pekerjaan.

,tl
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1.

3.

1.

2.

BAB III
I.AIN-LAIN

pasal 18

Perusahaan mendokumentasikan pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau jasa,
Perusahaan membuat daftar dan rekam jejak (ttock record)penyedia Barang dan/atau lasa yang
bersjfat strategis dan/atau material, sehingga j

a, Pengadaan Barang dan/atau Jasa dapat menggunakan daftar tersebut untuk memprioritaskan
Penyedia Barang dan/atau.Jasa yang telah memiliki rekam jejak ltrock recordl teruji.

b. Perusahaan dapat memanfaatkan daftar yang ada dari BUMN lain, lnstansi pemerintah, dan/
atau daftar terpublikasi Iainnya atau untuk memanfaatkan data rekarn jejak penyedia dan/atau
menghindari penggunaan Penyedia Barang dan/atau Jasa yang masuk ke dalam blacklist.

Pencantuman Penyedia Barang dan/atau lasa ke d alam bldcklist sebagaimana dimaksud pada ayat 2
huruf b Pasal ini, harus d,sertai dengan alasan yang cukup dan dapat diakses oleh BIJMN_BUMN tain
dalam webslte Kementerian BIJMN.

3.

Pasal19

Dalam proses Tender/Seleksi Umum dan Tender Terbatas/Seleksi Terbatas yang memerlukan ferm O/
ReJerence (TAR) atau dokumen pengadaan/pelelangan pengadaan Barang dan/atau Jasa, Direksi wajib
membuat kriteria dan/atau persyaratan yang adir dan wajar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan
tidak mengarah untuk memenangkan pihak tertentu.

Bagian l(eenam
perubahan

Pasal17

Dalam halterdapat perbedaan antara kondisi pada saat pelaksanaan penyediaan BaranB dan/atau
Jasa dengan spesifikasi teknis, gambat, Tem Of Reference (TOR), d;n/atau dokumen pengadaan
lainnya yang ditentukan dalam Perikatan, dapai dijakukan perubahan perikatan, yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam perikatan;

b. menambah dan/atau mengurangi jeniskegiatan;
c. menBubah spesifikasjteknis sesuai dengan kondisi pada saat peJaksanaan penyediaan Barang

dan/atau lasa; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.

Dalam hal perubahan Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini mengakibatkan
penambahan nilai Perikatan, perubahan perikatan dilaksanakan clengan ketentuan penarnbahan nilai
Perikaian tidak meiebihi 15% {llma belas persen) dari harga yang tercantum dalam perikatan awal.
Dalam hai perubahan Perikatan sebagaimana djmaksud pada ayat 1 pasalinidikarenakan perubahan
kurs mata uang yang signifikan dan melebihi 15% (lima belas persen) dari harga yang tercantum
dalam Perikatan awal, maka perubahan nilai Perikatan dapat mengacu pada perubahan kurs mata
uang tersebut.
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2.

3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal20

Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku terhitung 3 (bulan) sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau memerlukan perubahan akan diadakan perubahan
sebagaimana mestinya.
Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi
tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau lasa lnvestas; Nomor
775/DlR/SK/Xll/2O70 tangga I 01 Desember 2010 yang tidak diubah dengan Surat Keputusan Direksi
ini, dinyatakan tetap berlaku .

Pada saat berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor
O641/SK/DIR/VII/2OI1 tanggal 03 luli 2017 tentang pedoman petaksanaan pengadaan Barang
dan/atau lasa Perusahaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan:diJakarta I
fangCal : 13 Maret 2020 
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